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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang  

    Badan usaha milik negara atau BUMN Persero merupakan satu-satunya bentuk 

dari Perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh Negara. BUMN biasanya 

menguasai sektor yang potensial agar dapat menyejahterakan banyak orang seperti 

yang termuat pada Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa 

cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai  oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa 

perekonomian nasional disusun sebagai  usaha  bersama  berdasar asas 

kekeluargaan. Pasal ini dianggap menjadi dasar dari ekonomi kerakyatan.1 

    lBUMN lsendiri ldituntut luntuk ldapat lberkembang ldan ldapat lbersaing ldengan 

lperusahan llainnya ltermasuk ldengan lperusahaan lswasta lbaik lnasional lmaupun 

lperusahaan lswasta linternasional. lMengelola lsektor-sektor lyang lmemiliki lpotensi 

lbesar ldan lstrategis luntuk ldikembangkan ldan ldikelola lsecara lprofesional lmaka 

lpertumbuhan lekonomi lnasional ldapat lditingkatkan lserta ldiharapkan ldapat 

lmensejahterakan lbanyak lorang lsesuai ldengan ltujuan ldi ldirikan lnya lBUMN litu 

lsendiri. 

                                                             
       1 Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi pembangunan, (Jakarta: Granit, 

2004). hal 43 
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Apakah lkinerja lBUMN lsudah lefisien ldalam lmeningkatkan lpertumbuhan 

lekonomi lnasional litu lsendiri, lmaka lhal lini lsangat ltergantung ldengan ltingkat 

lkinerja lBUMN litu lsendiri. lApabila lBUMN lPersero ltidak lmampu ldikelola ldengan 

lbaik ldan lefisien, ljustu lpada lakhirnya lakan lmenimbulkan lbeban lbagi lkeuangan 

lnegara ldan lmasyarakat lakan lmenerima lpelayanan lyang ltidak lmemadai lserta lharus 

lmenanggung lbiaya lyang llebih ltinggi. lBUMN lsesuai ldengan lamanatnya lyang lada 

ldalam lUndang l– lUndang ljuga lharus likut lberperan lmenghasilkan lbarang ldan ljasa 

lyang ldiperlukan ldalam lrangka lmewujudkan lsebesar-besarnya lkemakmuran 

lmasyarakat.2 

BUMN lsendiri ltelah ldiperkuat ldengan lhadirnya lUndang-Undang lNomor 

l19 lTahun l2003 l lTentang lBUMN. l lDidalam l lUndang-Undang ltersebut, lBUMN 

ldidifinisikan ldalam lpasal l1 lAyat l1 lbahwa l: l“ lBadan lUsaha lMilik lNegara, lyang 

lselanjutnya ldisebut lBUMN, ladalah lbadan lusaha lyang lseluruh latau lsebagian lbesar 

lmodalnya ldimiliki loleh lnegara lmelalui lpenyertaan lsecara llangsung lyang lberasal 

ldari lkekayaan lnegara lyang ldipisahkan.” lSelanjutnya ldalam lpasal l1 lAyat l2 ljuga 

lditerangkan lmengenai lBUMN lPersero lbahwa l“Perusahaan lperseroan, lyang 

lselanjutnya ldisebut lpersero, ladalah lBUMN lyang lberbentuk lperseroan lterbatas 

lyang lmodalnya lterbagi ldalam lsaham lyang lseluruh latau lpaling lsedikit l51 l% l(lima 

lpuluh lsatu lpersen) lsahamnya ldimiliki loleh lNegara lRepublik lIndonesia lyang ltujuan 

lutamanya lmengejar lkeuntungan.” 

 

                                                             
 l l l l l l l

2 lMulhadi, lHukum lPerusahaan: lBentuk-Bentuk lBadan lUsaha ldi lIndonesia, l(Bogor l: lGhalia 
lIndonesia, l2010). lhal l142 
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Pasal l11 lbahwa l“Terhadap lPersero lberlaku lsegala lketentuan ldan lprinsip-

prinsip lyang lberlaku lbagi lperseroan lterbatas lsebagaimana ldiatur ldalam lUndang-

Undang lNomor l1 lTahun l1995 lTentang lPerseroan lTerbatas lyang lselanjutnya ltelah 

ldiganti ldengan lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2007 lTentang lPerseroan 

lTerbatas. lSehingga lbisa ldikatakan lbahwa lsejalan ldengan lkedudukannya lsebagai 

lperusahaan, lmaka lpengelolaan lBUMN ltermasuk lkeuangannya lharuslah 

lberdasarkan latas lprinsip-prinsip lperusahaan lyang lsehat.3 

Tujuan lutamanya lmengejar lkeuntungan ldan lmerujuk lpada lsegala lketentuan 

ldan lprinsip-prinsip lyang lberlaku lbagi lperseroan lterbatas, lmaka lBUMN lPersero 

ldalam lpengelolaannya lmembutuhkan lalat lpelengkap lyang ldisebut ldengan lorgan 

lPerusahaan lyang lterdiri ldari ltiga lmacam lyaitu lRapat lUmum lPemegang lSaham 

l(RUPS), lDireksi ldan lKomisaris.4 lDireksi litu lsendiri lmenjadi lsalah lsatu lbagian 

lterpenting ldi ldalam lsebuah lperusahaan lsebagaimana ltertera loleh lUndang- lUndang 

lNomor l40 lTahun l2007 lTentang lPerseroan lTerbatas, lyaitu ldireksi lmemiliki ltugas 

luntuk lmenjalankan lperseroan, lmengkontrol lperseroan ldimana lsalah lsatunya 

ladalah lmengambil lkeputusan lbisnis lyang lberdampak lpada lperseroan lterbatas 

lkedepannya. 

Tugas lseorang ldireksi ldapat ldikelompokkan lmenjadi ltiga, lyaitu ltugas lyang 

lberdasarkan lpada lkepercayaan, ltugas lyang lberdasarkan lkecakapan,kehati-hatian 

                                                             
 l l l l l l l

3 lGatot lSupramono, lBUMN lDitinjau lDari lSegi lHUKUM lPERDATA, l(Jakarta l: lRineka 
lCipta, l2016). lhal l12 

 l l l l l l l

4 lGunawan lWidjaya, lTanggung lJawab lDireksi latas lKepailitan lPerseroan,( l lRaja lGrafindo 
lPersada, lJakarta l, l2004). lHal l22 
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ldan lketekunan lserta ltugas lyang lberdasarkan lketentuan lUndang–Undang.5 lDalam 

lhal ltujuan lyang lhendak ldicapai lkhususnya luntuk lmemperoleh lkeuntungan. ldireksi 

lBUMN ldituntut luntuk ldapat lmengambil lkeputusan lbisnis lsecara lcepat ldan ltepat. 

lAda lresiko lyang lharus ldi lambil loleh ldireksi ldalam lmengambil lsebuah lkeputusan 

lbisnis lyaitu lkerugian,sebagai lmana ldalam lmenggerakkan lroda lbisnis ldi ltengah 

lpersaingan lekonomi lglobal lyang lkompetitif, ltentu lada lresiko lyang lharus ldi lambil 

loleh ldireksi ldalam lmengambil lsebuah lkeputusan lbisnis lyang ltidak l lselamanya 

lakan lmembawa lkeuntungan lnamun ljuga lmembawa lresiko lkerugian. 

 lBUMN lketika l lmengalami lkerugian ldalam ltransaksi lbisnisnya 

lmemunculkan lpolemik lmengenai laturan lhukum lpertanggungjawaban lyang lharus 

ldialami loleh ldireksi. lPolemik ltentang lpertanggung ljawaban ldireksi litu lmuncul 

ldisebabkan loleh lkarena ladanya lperbedaan lrezim lpengaturan lyang lada ldalam 

lmemandang ltanggung ljawab lhukum ldalam lpengambilan lkeputusan loleh ldireksi 

lBUMN. lPolemik lyang lterjadi lmemiliki lketerkaitan ldengan lUndang-Undang 

lKeuangan lNegara lsehingga lpengelolaan ldan lpertanggungjawabannya lmengikuti 

lmekanisme lpengelolaan ldan lpertanggungjawaban lkeuangan lnegara. 

Berdasarkan lUndang-Undang lNomor l17 lTahun l2003 lTentang lkeuangan 

lnegara, lkeuangan lBUMN ltermasuk ldalam lcakupan lkeuangan lnegara lsehingga 

lpengelolaan ldan lpertanggungjawabannya lmengikuti lmekanisme lkeuangan lnegara. 

lWalaupun ldalam lPenjelasan lUndang-Undang lNomor l19 ltahun l2003 lTentang 

lBUMN lkhususnya lpada lpasal l4 lAyat l(1) lditegaskan lbahwa lyang ldimaksud ldengan 

                                                             
 l l l l l l l

5 lI.G. lRai lWidrajaya, lHukum lPerusahaan, l( lkesaint lBlanc, lJakarta, l2003) lhal l220 
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ldipisahkan ladalah lpemisahan lkekayaan lnegara ldari lAPBN luntuk ldijadikan 

lpenyertaan lmodal lnegara lpada lBUMN. 

Melihat ldalam lpasal l11 lUndang-Undang lNomor l19 lTahun l2003 lTentang 

lBUMN lsecara ljelas lmengatakan lbahwa, lterhadap lpersero lberlaku lsegala lketentuan 

ldan lprinsip-prinsip lyang lberlaku lbagi lperseroan lterbatas lsebagaimana ldiatur 

ldalam lUndang-Undang lPerseroan lTerbatas lsehingga lbila lmerujuk lpada lUndang- 

lUndang lNomor l40 lTahun l2007 lTentang lPerseroan lTerbatas lPasal l97 lAyat l(5) 

lmenjelaskan lbahwa langgota ldireksi ltidak ldapat ldipertanggungjawabkan latas 

lkerugian lapabila ldapat lmembuktikan lkerugian ltersebut lbukan lkarena lkesalahan 

latau lkelalaiannya lataupun ltelah lmelakukan lpengurusan ldengan litikad lbaik ldan 

lkehati-hatian luntuk lkepentingan ldan lsesuai ldengan lmaksud ldan ltujuan lPerseroan.6 

lMaka ldari litu lperbedaan lrezim lpengaturan ltersebut lmenimbulkan lketidak lpastian 

lhukum lyang lakan lberdampak lbagi lpengambilan lkeputusan loleh ldireksi lBUMN. 

Ketika l lberbicara lmengenai ltanggung ljawab lDireksi ldalam lhal lPersero 

lterjerat lmasalah lhukum, lsecara lluas l ldapat lmerujuk lpada lketentuan lPasal l97 layat 

l(3) lUndang-Undang lPerseroan lTerbatas lyang lmenyatakan, lsetiap langgota lDireksi 

lbertanggung ljawab lpenuh lsecara lpribadi latas lkerugian lPerseroan lapabila lyang 

lbersangkutan lbersalah latau llalai lmenjalankan ltugasnya lsesuai ldengan lketentuan 

lsebagaimana ldimaksud lpada layat l(2). lNamun, lketentuan lpasal lini ldapat 

ldikesampingkan lsepanjang lDireksi ldapat lmembuktikan lbahwa lkerugian lPersero 

                                                             

 l l l l l l l

6 lFrans lSatrio lWicaksono, lTanggung lJawab lPemegang lSaham, lDireksi, ldan lKomisaris 
lPerseroan lTerbatas l, l(Jakarta: lvisimedia, l2009), lhal. l119 
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ltersebut lbukan lkarena lkesalahannya latau lkelalaiannya l(culpa). lArtinya, 

lberdasarkan lPasal l97 layat l(5) lUndang-Undang lPerseroan lTerbatas, langgota 

lDireksi ltidak ldapat ldimintakan ltanggung ljawab ljika lPersero lmengalami lkerugian. 

lPasal l97 layat l(5) lUndang-Undang lPerseroan lTerbatas lyang lmenyatakan lbahwa: 

 l“Anggota lDireksi ltidak ldapat ldipertanggungjawabkan latas lkerugian lsebagaimana 

ldimaksud lpada layat l(3) lapabila ldapat lmembuktikan: l 

a. lKerugian ltersebut lbukan lkarena lkesalahan latau lkelalaiannya; 

 lb. lTelah lmelakukan lpengurusan ldengan liktikad lbaik ldan lkehati-hatian luntuk 

lkepentingan ldan lsesuai ldengan lmaksud ldan ltujuan lPerseroan; 

 lc. lTidak lmempunyai lbenturan lkepentingan lbaik llangsung lmaupun ltidak llangsung 

latas ltindakan lpengurusan lyang lmengakibatkan lkerugian; ldan l 

d. lTelah lmengambil ltindakan luntuk lmencegah ltimbul latau lberlanjutnya lkerugian 

ltersebut. 

” lDengan ldemikian, ldari lbunyi lPasal l97 layat l(3) lUndang-Undang lPerseroan 

lTerbatas ltersebut ldi latas, lapabila lPersero lmengalami lkerugian, lmaka ldireksi lyang 

lbertanggung ljawab lpenuh lsecara lpribadi lhingga lharta lkekayaan lpribadi. lAkan 

ltetapi, lapabila ldireksi ldapat lmembuktikan lhal-hal lseperti lyang ldisebut ldalam lPasal 

l97 layat l(5) lUndang-Undang lPerseroan lTerbatas, ldireksi ltidak ldapat ldimintakan 

lpertanggung ljawaban latas lkerugian lPersero ltersebut. lDalam lhukum lperusahaan, 

lPasal l97 layat l(5) lUndang-Undang lPerseroan lTerbatas ltersebut ldi latas ldikenal 

ldengan ldoktrin lBusiness lJudgement lRule. lBusiness lJudgement lRule ladalah lapabila 

lPersero lmengalami lkerugian ldalam lsuatu ltransaksi lbisnis, ldireksi lPersero ltidak 
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lbertanggung ljawab latas lkerugian lyang ltimbul ldari lsuatu ltindakan lpengambilan 

lputusan, ljika ltindakan ltersebut ldidasarkan lpada liktikad lbaik l(good lfaith) ldan lhati-

hati l(duty lof lcare). lDengan ldemikian, ldireksi lmendapatkan lperlindungan lhukum 

ltanpa lharus lmemperoleh lpembenaran ldari lpemegang lsaham latau lpengadilan latas 

lkeputusan lyang ldiambilnya ldalam lkonteks lpengelolaan lperusahaan.7 

Doktrin lBusiness lJudgement lRule lini luntuk lmelindungi ldireksi, lnamun 

lmasih ldalam lkoridor lhukum lPerseoran lyang lumum lbahwa lpengadilan ldapat 

lmelakukan lpenilaian l(scrutiny) lterhadap lsetiap lputusan ldari ldireksi, ltermasuk 

lputusan lbisnis lyang ltelah ldisetujui loleh lRUPS, lsepanjang luntuk lmemutuskan 

lputusan ltersebut ltelah lsesuai ldengan lhukum lyang lberlaku latau ltidak. lNamun, 

lbukan luntuk lmenilai lsesuai latau ltidaknya ldengan lkebijakan lbisnis.8 lSelain luntuk 

lmelindungi ldireksi, ldoktrin lBusiness lJudgement lRule lini ldapat ldiberlakukan 

lterhadap lpembenaran lpembenaran lkeputusan lbisnis ldimana lperintah-perintah lyang 

lditujukan lkepada ldewan ldireksi, latau lterhadap lkeputusan-keputusan litu lsendiri, 

lterhadap lkasus lkeputusan lyang lmenitikberatkan lkepada lkeputusan lbisnis lyang 

lmerupakan ltanggung ljawab ldari lpembuat lkeputusan.9 lKemudian lpada ldasarnya 

ldoktrin lBusiness lJudgement lRule lini lmendorong ldireksi luntuk llebih lberani 

lmengambil lrisiko ldaripada lmemilih lbermain laman l(play lsafe). 

                                                             
 l l l l l l l

7 lRidwan lKhairandy, lPokok-Pokok lHukum lDagang lIndonesia, l lFH lUII lPress, lYogyakarta, 
l2014, lhal. l127. 

 l l l l l l l

8 lMunir lFuady, lDoktrin-Doktrin lModern lDalam lCorporate lLaw ldan lEksistensinya lDalam 
lHukum lIndonesia, l lCitra lAditya lBakti, lBandung, l2002, lhal. l198. 

 l l l l l l l

9 lBismar lNasution, l“Pertanggungjawaban lDireksi lDalam lPengelolaan lPerseroan,” lterdapat 
ldalam lhttp://bismar.wordpress.com/2009/12/23. lDiakses lterakhir ltanggal l17 lApril l2022, ljam 
l16.30 
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Badan lUsaha lMilik lNegara l(BUMN) lterdiri ldari lPersero ldan lPerum 

l(Perusahaan lUmum), lyang ldalam lhal lpenyertaan lmodalnya lBadan lUsaha lMilik 

lNegara ldisertai lmodal ldari lnegara lyaitu lmelalui lpenyertaan llangsung ldari 

lkekayaan lnegara lyang ldipisahkan lbaik lbagi lPersero lmaupun lPerum l(Perusahaan 

lUmum). lKekayaan lnegara lmerupakan lsatu lkesatuan ldari lkeuangan lnegara 

lsebagaimana ldisebutkan ldalam lPasal l2 lUndang-Undang lNomor l17 lTahun l2003 

ltentang lKeuangan lNegara. 

Pengertian lkeuangan lnegara ldi ldalam lperaturan lperundang-undangan ldi 

lIndonesia lmasih lbelum lkonsisten latau lharmonis lantara lperaturan lperundang-

undangan lyang lsatu ldengan lyang llainnya. lPengaturan lkeuangan lnegara lyang 

lsingkat ldalam lUUD l1945 lmembawa lmasalah lyuridis lterhadap ldefinisi lkeuangan 

lnegara, lsehingga lmembuka lpenafsiran lyang lberbeda-beda lterhadap ldefinisi 

ltersebut. lNamun, ldalam lkerangka lteoretis lhukum lkeuangan lnegara, lberdasarkan 

lpenafsiran lPasal l23 layat l(1) lUUD l1945 lJo. lPasal l23 layat l(5) lUUD l1945 lyang 

ldimaksud lsebagai lkeuangan lnegara ladalah lyang lditetapkan ldalam lUndang-undang 

lAPBN. lDengan ldasar lpenafsiran ltersebut, lmenyimpulkan lsecara ltegas lmaksud 

lkeuangan lnegara lsebagai lAPBN, lyang lkemudian lmenjadi ldasar lpemeriksaan lBPK 

ldalam lmemeriksa lkeuangan lnegara. lHal lini lberarti lkeuangan llain ldi lluar lAPBN 

ltidak ldapat ldikategorikan lsebagai lkeuangan lnegara.10 

Penulis ldalam lhal lini lmeneliti lkasus lRichard lJoost lLino lyang lduduk 

lperkaranya lberawal lketika lPerseroan lTerbatas lPelindo lII lmembuka llelang lterbuka 

                                                             
 l l l l l l l

10 lAdrian lSutedi, lHukum lKeuangan lNegara l(Jakarta: lSinar lGrafika, l2012), lhal. l16. 
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luntuk lpengadaan l10 lunit lcontainer lcrane lsejak ltahun l2007 lyang lsudah ldilakukan 

lsebanyak l9 lkali lnamun, lpembelian lcontainer lcrane lselalu lgagal. lKarena lsalah lsatu 

lpoin lsyarat llelang, lyakni lmengharuskan luntuk lmengikutsertakan lperusahaan llokal. 

lSementara, lperusahaan llokal ljarang lada lyang lmerakit lstruktur lcontainer lcrane. 

lAkibat lketiadaan lcontainer lcrane ltersebut lyang lmerupakan lcritical lasset lwaktu 

lbongkar lmuat lmenyebabkan llamanya lwaktu luntuk lbongkar lmuat ldan 

lmembengkaknya lbiaya. lSehingga, lRichard lJoost lLino lmengambil lkebijakan luntuk 

lmelakukan lpenunjukkan llangsung lterhadap lperusahaan lHuaDong lHeavy 

lMachinery lasal lChina. 

Berdasarkan lkebijakan ltersebut lRichard lJoost lLino llantas lditetapkan 

lmenjadi ltersangka lsejak ltahun l2015 lsampai ldengan lsekarang loleh lKomisi 

lPemberantasan lKorupsi, lkarena ldinilai ltelah lmenyalahgunakan lwewenang luntuk 

lmenguntungkan ldiri lsendiri ldan lkorporasi ldalam lhal lpenunjukkan llangsung 

lperusahaan lHuaDong lHeavy lMachinery lasal lChina lyang lmenyebabkan lkerugian 

lkeuangan lnegara. lDireksi lseharusnya ltidak ldapat ldimintai lpertanggungjawaban 

lketika lsalah ldalam lpengambilan lkeputusan, lketika lkeputusan ltersebut lsudah 

ldidasari ldengan litikad lbaik ldan lpenuh lkehati-hatian. l 

Berdasarkan llatar lbelakang ldiatas, lmaka lpenulis ltertarik luntuk lmelakukan 

lpenelitian llebih llanjut ldalam lbentuk lskripsi ldengan ljudul l“TINJAUAN lHUKUM 

lTERHADAP lPENERAPAN lDOKTRIN lBUSINESS lJUDGMENT lRULE 

lPADA lKEPUTUSAN lDIREKSI lPERSEROAN lTERBATAS lPELINDO lII l( 

lPENGADAAN l3 lUNIT lQUAY lCONTAINER lCRANE lDAN lPENUNJUKAN 

lLANGSUNG lHUADONG lHEAVY lMACHINERY 
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B. lRumusan lMasalah 

 l l l l lBerdasarkan luraian lyang ltelah ldiuraikan ldidalam llatar lbelakang lpenulis lakan 

lmenyampaikan lbeberapa lrumusan lmasalah lyang ldiharapkan lbisa ldipecahkan 

lyaitu: 

1. lApakah ldoktrin lBusiness lJudgement lRule ldapat lditerapkan lterhadap lkeputusan 

ldireksi lPerseroan lTerbatas lPelindo lII lTentang lpengadaan l3 lUnit lQuay lContainer 

lCrane ldan lPenunjukan llangsung lHuaDong lHeavy lMachinery? 

2. lBagaimana lseharusnya lpenggunaan ldoktrin lBusiness lJudgement lRule lterhadap 

lkeputusan ldireksi lBUMN ldi lmasa lyang lakan lmendatang ldalam lupaya 

lmenciptakan lperlindungan ldan lkepastian lhukum luntuk ldireksi lBUMN? 

C. lTujuan ldan lManfaat lPenelitian 

Suatu lkegiatan lpenelitian lpasti lterdapat lsuatu ltujuan ljelas lyang lhendak ldicapai, 

lAdapun ltujuan lyang lingin ldicapai loleh lpenulis ldalam lpenelitian lini ladalah l: 

1. lTujuan lPenelitian 

a.Untuk lmengetahui ldan lmemahami lketentuan lhukum ltentang lApakah ldoktrin 

lBusiness lJudgement lRule ldapat lditerapkan l lterhadap lkeputusan ldireksi lPerseroan 

lTerbatas lPelindo lII lTentang lpengadaan l3 lunit lQuay lContainer lCrane ldan 

lpenunjukan llangsung lHuaDong lHeavy lMachinery. 

b.Untuk lmengetahui ldan lmemahami lbagaimana lseharusnya lpenggunaan ldoktrin 

lBusiness lJudgement lRule lterhadap lkeputusan ldireksi lBUMN ldi lmasa lyang lakan 
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lmendatang ldalam lupaya lmenciptakan lperlindungan ldan lkepastian lhukum luntuk 

ldireksi lBUMN. 

1. lManfaat lPenelitian 

Hasil ldari lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmemberikan lsedikit lkontribusi lbagi l l l l 

lpara lpihak lterkait lpermasalahan l l ldoktrin lBusiness lJudgement lRule lbagi ldireksi 

lBUMN. lAdapun lmanfaat lini ladalah l: l 

A. lManfaat lTeoritis 

1. lDapat lmemberikan lsumbangan lpemikiran ldan lkemajuan ldalam lbidang lilmu 

lhukum lbisnis lterkait ltentang lpenggunaan ldoktrin lBusiness lJudgement lRule lbagi 

ldireksi lBUMN. 

2. lDiharapkan ldapat ldijadikan lsebagai lreferensi luntuk lpara lakademisi,penulis ldan 

lpara lkalangan lyang lingin lmelanjutkan lpada lbidang lyang lsama. 

3. lMemperdalam ldan lmenambah lwawasan lpenulis ldi lbidang lhukum, lkhususnya 

ldalam lhal ltentang lpenggunaan lBusiness lJudgement lRule lbagi ldireksi lBUMN. 

B l.Manfaat lPraktis 

1. lHasil lpenelisian lini ldiharapkan ldapat l memberikan l sumbangan lpemikiran ldan 

lsaran lbagi lpengambil lkebijakan ldan lpara lpenegak lhukum ldalam lrangka 

lmemberikan lkepastian lhukum lbagi ldireksi lberkaitan ldengan ltanggung ljawabnya 

lterhadap lkerugian lkeuangan lnegara lserta lmengetahui lupaya lapa lyang ldapat 

ldilakukan loleh ldireksi lapabila lterjadi lkerugian lkeuangan lnegara lyang ldiakibatkan 
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loleh lperusahaan latau lbagaimana lperan lbusiness ljudgement lrule ldalam lmelindungi 

ldireksi lapabila lterjadi lkerugian. 

2. lDapat ldijadikan lsebagai lsumber linformasi ldan lreferensi lbagi lsemua lpara 

lkalangan lguna lmengambil llangkah lstrategis ldalam lpelaksanaan lpenerapan lhukum. 

3. lDapat ldijadikan lsebagai lsumber linformasi ldan lreferensi luntuk lmenambah 

lpengetahuan l 

4. lDapat lsebagai lsuatu lsyarat lmemenuhi ltugas lakhir lguna lmemperoleh lgelar 

lSarjana lHukum 

D. lKerangka lTeori ldan lKerangka lKonseptual 

 l l l l l lDalam lpenelitian lhukum, ladanya lkerangka lkonsepsional ldan llandasan latau 

lkerangka lteoritis lmenjadi lsyarat lyang lsangat lpenting. lDalam lkerangka lini 

ldiungkapkan lbeberapa lkonsep ldan lpengertian lyang lakan ldipergunakan lsebagai 

ldasar lpenelitian lhukum, ldan ldidalam llandasan latau lkerangka lteoritis ldiuraikan 

lsegala lsesuatu lyang lterdapat ldalam lteori lsebagai lsuatu lsystem.11 

1. lKerangka lTeori 

a. lTeori lKepastian lHukum 

Kepastian lmerupakan lciri lyang ltidak ldapat ldipisahkan ldari lhukum, lterutama 

luntuk lnorma lhukum ltertulis. lHukum ltanpa lnilai lkepastian lakan lkehilangan lmakna 

lkarena ltidak ldapat llagi ldigunakan lsebagai lpedoman lperilaku lbagi lsetiap lorang. 

lKepastian lsendiri ldisebut lsebagai lsalah lsatu ltujuan ldari lhukum. lKeteraturan 

                                                             
11 lSoerjono lSoekanto ldan lSri lMamudji, lMetode lPenelitian lHukum, l(Jakarta: lPT. lRaja lGrafindo 
lPersada, l2009) lhal. l7 
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lmasyarakat lberkaitan lerat ldengan lkepastian ldalam lhukum, lkarena lketeraturan 

lmerupakan linti ldari lkepastian litu lsendiri. lKeteraturan lmenyebabkan lorang ldapat 

lhidup lsecara lberkepastian, lsehingga ldapat lmelakukan lkegiatan-kegiatan lyang 

ldiperlukan ldalam lkehidupan lbermasyarakat. 

Menurut lSudikno lMertokusumo, lkepastian lhukum ladalah ljaminan lbahwa 

lhukum ldijalankan, lbahwa lyang lberhak lmenurut lhukum ldapat lmemperoleh 

lhaknya ldan lbahwa lputusan ldapat ldilaksanakan.12 lKepastian lhukum lerat lkaitannya 

ldengan lkeadilan, lnamun lhukum ltidak lidentik ldengan lkeadilan. lHukum lbersifat 

lumum, lmengikat lsetiap lorang, lbersifat lmenyamaratakan. lKeadilan lbersifat 

lsubyektif, lindividualistis, ldan ltidak lmenyamaratakan. 

Kepastian lhukum lmerupakan lpelaksanaan lhukum lsesuai ldengan lbunyinya, 

lsehingga lmasyarakat ldapat lmemastikan lbahwa lhukum ldilaksanakan. lPenciptaan 

lkepastian lhukum ldalam lperaturan lperundang- lundangan, lmemerlukan 

lpersyaratan lyang lberkenaan ldengan lstruktur linternal ldari lnorma lhukum litu 

lsendiri. lPersyaratan linternal ltersebut ladalah lsebagai lberikut:13 

1. lKejelasan lkonsep lyang ldigunakan. lNorma lhukum lberisi ldeskripsi lmengenai 

lperilaku ltertentu lyang lkemudian ldisatukan lkedalam lkonsep ltertentu lpula. 

 l2. lKejelasan lhirarki lkewenangan ldari llembaga lpembentuk lperaturan lperundang-

undangan. lKejelasan lhirarki lini lpenting lkarena lmenyangkut lsah latau ltidak ldan 

                                                             
12 l l l lSudikno lMertokusumo, lMengenal lHukum lSuatu lPengntar, l(Yogyakarta l: lLiberty,2007), 
lhal. l160 

13 l l l lTeori lkepastian lhukum,diakses ldari lhttps://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-
kepastian- lhukum/ lpada l19 lApril l2022 lpada lpukul l04.50 

 

https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
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lmengikat latau ltidaknya lperaturan lperundang- lundangan lyang ldibuatnya. 

lKejelasan lhirarki lakan lmemberikan larahan lkepada lpembentuk lhukum lyang 

lmempunyai lkewenangan luntuk lmembentuk lsuatu lperaturan lperundang-undangan 

ltertentu. 

3. lKonsistensi lnorma lhukum lperundang-undangan. lKetentuan-ketentuan ldari l l l 

lsejumlah lperaturan lperundang-undangan lyang lterkait ldengan lsatu lsubjek 

ltertentu, ltidak lsaling lbertentangan lantara lsatu ldengan lyang llain. 

 l l l l l l l l l l l lKepastian lhukum lmengehendaki ladanya lupaya lpengaturan lhukum ldalam 

lperundang-undangan, ldibuat loleh lpihak lyang lberwenang ldan lberwibawa, 

lsehingga laturan-aturan litu lmemiliki laspek lyuridis. lAspek lini lnantinya ldapat 

lmenjamin ladanya lkepastian, lbahwa lhukum lberfungsi lsebagai lsuatu lperaturan 

lyang lharus lditaati. 

Hukum lyang ldi ltegakkan loleh linstansi lpenegak lhukum lyang ldiberikan 

ltugas luntuk litu lharus lmenjamin l“kepastian lhukum” ldemi ltegaknya lketertiban ldan 

lkeadilan ldalam lkehidupan lmasyarakat. lKetidakpastian lhukum lakan 

lmenimbulkan lkekacauan ldalam lkehidupan lmasyarakat ldan lakan lsaling lberbuat 

lsesuka lhati lserta lbertindak lmain lhakim lsendiri. lKeadaan lseperti lini lmenjadikan 

lkehidupan lberada ldalam lsuasana lsocial ldisorganization latau lkekacauan lsocial. 

Berdasarkan luraian-uraian lmengenai lkepastian lhukum ldiatas, lmaka 

lkepastian ldapat lmengandung lbeberapa larti lyakni, ladanya lkejelasan, ltidak 

lmenimbulkan lmultitafsir, ltidak lmenimbulkan lkontradiktif, ldan ldapat 

ldilaksanakan. 

 l 

B. l l l l lPerlindungan lHukum 
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 l l l l l l l l lHukum lharus lmemberikan lperindungan lterhadap lsemua lpihak lsesuai 

ldengan lstatus lhukumnya lkarena lsetiap lorang lmemiliki lkedudukan lyang lsama 

ldihadapan lhukum. lHukum ljuga lmemiliki lkepentingan lyang lberguna luntuk 

lmengurusi lhak ldan lkepentingan lmanusia, lsehingga lhukum lmemiliki lotoritas 

ltertinggi luntuk lmenentukan lkepentingan lmanusia lyang lperlu ldiatur ldan 

ldilindungi.14 

Setiap lhubungan lhukum lakan lmenimbulkan lhak ldan lkewajiban lyang 

lberlawanan latau lmasing-masing lpihak lyang lada ldalam lperikatan lhukum lakan 

lmemiliki lhak ldan lkewajibannya lmasing-masing lyang lharus ldipenuhi. lJika lhak 

ldan lkewajiban litu ltidak lterpenuhi lmaka lakan lmenimbulkan lkerugian lbagi lsalah 

lsatu lpihak lyang lada ldalam lperikatan, loleh lkarena litu luntuk lmelindungi ldan 

lmengurangi lmasalah lmaka lsangat ldiperlukan lperlindungan lhukum. 

 lPerlindungan lhukum lharus lmelihat ltahapan, lyaitu lperlindungan lhukum 

llahir ldari lsuatu lketentuan lhukum ldan lperaturan lhukum lyang ldiberikan loleh 

lmasyarakat. lPada ldasarnya lperaturan lhukum lmerupakan lkesepakatan 

lmasyarakat ltersebut luntuk lmengatur lhubungan lperilaku lantara langgota-anggota 

lmasyarakat ldan lantara lperseorangan ldengan lpemerintah lyang ldianggap 

lmewakili lkepentingan lmasyarakat.15 lPengertian lperlindungan lhukum lmenurut 

lSatjipto lRahardjo, lperlindungan lhukum ladalah lmemberikan lpengayoman 

lterhadap lhak lasasi lmanusia l(HAM) lyang ldirugikan lorang llain ldan lperlindungan 

litu ldiberikan lkepada lmasyarakat lagar ldapat lmenikmati lsemua lhak-hak lyang 

                                                             
14 lSatjipto lRahardjo, lIlmu lHukum, l(Bandung: lCitra lAditya lBakti,2000), lhal l69 
15 lIbid. 
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ldiberikan loleh lhukum.16 

Secara lumum lperlindungan lberarti lmengayomi lsesuatu ldari lhal-hal lyang 

lberbahaya, lsesuatu litu lbisa lsaja lberupa lkepentingan lmaupun lbenda latau lbarang. 

lSelain litu, lperlindungan ljuga lmengandung lmakna lpengayoman lyang ldiberikan 

loleh lseseorang lterhadap lorang lyang llebih llemah. lPerlindungan lhukum ldapat 

ldiartikan lsegala lupaya lpemerintah luntuk lmenjamin ladanya lkepastian lhukum 

luntuk lmemberi lperlindungan lkepada lwarganya lagar lhak-haknya lsebagai lwarga 

lnegara ltidak ldilanggar, ldan lyang lmelanggarnya ldikenakan lsanksi lsesuai 

lperaturan lyang lberlaku. lPerlindungan lhukum ladalah lperlindungan lakan lharkat 

ldan lmartabat, lserta lpengakuan latas lhak-hak lasasi lmanusia lyang ldimiliki loleh 

lsubjek lhukum lberdasarkan lketentuan lhukum ldari lkesewenang-wenangan. lSuatu 

lperlindungan ldapat ldikatakan lsebagai lperlindungan lhukum lapabila lmengandung 

lunsur-unsur lsebagai lberikut:17 

1. lAdanya lpengayoman ldari lpemerintah lterhadap lwarganya. l 

2. lJaminan lkepastian lhukum. 

 l3. lBerkaitan ldengan lhak-hak lwarga lNegara. l 

4. lAdanya lsanksi lhukuman lbagi lpihak lyang lmelanggarnya 

C. lPertanggung ljawaban lDireksi l 

 l l l l l lTanggung ljawab lDireksi lterhadap lperseroan lterbatas lpada ldasarnya lbersifat 

lterbatas l(limited lliability) ldan ldilindungi loleh lprinsip lbusiness ljudgment lrule 

lsepanjang ldilakukan ldan ldilandasi loleh litikad lbaik ldan lkehatihatian. l 

                                                             
16 lIbid., lhal l54 
17 lSatjipto, lRahardjo l: lPenyelenggaraan lkeadilan ldalam lmasyarakat lyang lsedang lberubah, 
l1999, lJurnal lMasalah lHukum. 
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 l l l l l l lMenurut lBernard lS. lBlack, lada ldua ljenis lkewajiban ldasar ldari lpara lDirektur 

lterhadap lpara lpemegang lsaham ldan lperusahaan lyaitu lduty lof lloyality ldan lduty 

lof lcare. lKedua ljenis lkewajiban lini lmerupakan lkewajiban lyang ldisebut lfiduciary 

lduties. lDuty lof lloyality lmerupakan ltugas lfiduciary lduty lyang lpaling lpenting. 

lMenurutnya, lkonsep lduty lof lloyality ladalah lsederhana. lPembuat lkeputusan 

ldalam lperusahaan lharus lbertindak luntuk lkepentingan lperusahaan lbukan luntuk 

lkepentingan lpribadi. lCara ltermudah luntuk lmelaksanakan ltugas lini ladalah 

ldengan ltidak lterlibat ldalam ltransaksi lyang lmelibatkan lkonflik lkepentingan.18 

Tugas ldasar lkedua luntuk lDirektur lyaitu lduty lof lcare. lDalam lsituasi 

ldimana ldirektur ltidak lmemiliki lkonflik lkepentingan, lmaka lDirektur lharus 

lberhati-hati ldalam lmembuat lkeputusan lyang ltepat l(duty lof lcare). lNamun 

lterkadang lpula, lDirektur ltidak lperlu lterlalu lberhati-hati, lmereka lhanya lperlu 

ldatang lmemperhatikan ldan lmembuat lkeputusan lyang lrasional. lPengadilan ldi 

lAmerika lSerikat ltidak lmenganggap lDirektur lbertanggung ljawab latas lkeputusan 

lbisnis lyang ldibuat ltanpa lkonflik lkepentingan, lkecuali ljika lkeputusan ltersebut 

ltidak lrasional.19 

Pelanggaran lterhadap lfiduciary lduty lsebagaimana lhalnya 

lpelanggaranpelanggaran lhukum llainnya lmemberikan lhak lkepada lpihak lyang 

ldirugikan luntuk ldan latas lnamanya luntuk lmelakukan lgugatan lterhadap lpihak 

lyang lmenimbulkan lkerugian ltersebut. lDalam lhal lpelanggaran lterhadap lfiduciary 

lduty loleh ldireksi, lsetidaknya lada l3 l(tiga) lkepentingan lyang lharus ldiperhatikan, 

                                                             
18 lBernard lS. lBlack, lThe lPrincipal lFiduciary lDuties lof lBoards lof lDirectors, lPresentation lat 
lThird lAsian lRoundtable lon lCorporate lGovernance, lSingapore, l4 lApril l2001, lhal l2 
19 lIbid lhal l6 l 
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lyaitu; lPertama, lkepentingan lperseroan. lKedua, lkepentingan lpemegang lsaham 

lperseroan lkhususnya lpemegang lsaham lminoritas. lKetiga, lkepentingan lpihak 

lketiga lyang lberhubungan lhukum ldengan lperseroan, lkhususnya lkepentingan ldari 

lpara lkreditor lperseroan.20 

2.Kerangka lKonseptual 

 la. lBusiness lJudgment lRule 

 l l l l l lDoktrin lBusiness lJudgment lRule ladalah lsalah lsatu lalasan lpembenar l ldireksi 

lBUMN ldalam lmengambil lkeputusan lbisnis lwalaupun lpada lakhirnya, lkeputusan 

l tersebut l menyebabkan l kerugian l keuangan l negara l akibat l transaksi l yang 

ldilakukan. lMengingat lbahwa lkondisi lbisnis ladalah lkondisi lyang ldinamis ldan 

lkrisis ldapat ldatang lsewaktu-waktu lmenyebabkan ldireksi lseringkali lberada 

ldisituasi lyang lsulit latau lberada ldisituasi lyang ltidak ldiatur ldalam lbuku lmanual 

latau lstandard loperating lprocedure l(SOP).21 lDalam lsituasi lgenting, lmenunggu 

linstruksi ldari lpihak ltertentu lyang lterlalu llama ldapat lmenyebabkan lopportunity 

lloss. lMaka ldari litu lkeputusan lberada ldi ltangan ldireksi. lNamun ltentu lsaja, ldalam 

lpengambilan lkeputusan lyang lcepat lharus ldiimbangi ldengan lkecermatan ldan 

lpertimbangan lyang lmatang. 

b. lDireksi 

 l l l lDireksi lmerupakan lorgan lPerseroan lyang lberwenang ldan lbertanggung ljawab 

lpenuh latas lpengurusan lPerseroan luntuk lkepentingan lPerseroan lsesuai ldengan 

                                                             
20 lGunawan lWidjaya, lTanggung lJawab lDireksi lAtas lKepailitan lPerseroan, lJakarta, 
lRajaGrafindo lPersada, l2004 lhal l42-43 
21Hendra l Setiawan l Boen, l Bianglala l Business l Judgement l Rule, l PT l Tata l Nusa, l Jakarta, 
l 2008, lhal. l78. 
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lmaksud ldan ltujuan lPerseroan lserta lmewakili lPerseroan lbaik ldi ldalam lmaupun 

ldi lluar lpengadilan lsesuai ldengan lAnggaran lDasar lberdasarkan lsistem lhukum 

lIndonesia. lDalam lhal lini ldikaji ldalam lhukum lcomman llaw lsystem ldimana 

lseorang lDireksi lmemiliki lkewenangan ldan ltanggung ljawab lyang lterbagi ldalam 

ldua lhal lyaitu l: l 

1. lKewajiban lyang lberlandaskan lprinsip lfiduciary ldengan liktikad lbaik ldan 

ltanggung ljawab. 

2. lKewajiban lpengurusan lyang lbaik ldan lbertindak ldengan lkeahlian ldalam 

lPerseroan.. l 

 l l l l l lKepercayaan l(fiduciary) luntuk lmenjalankan ldan lmengelola lperseroan lsesuai 

ldengan lmaksud ldan ltujuan lperseroan lDireksi lmengendalikan loperasi lkegiatan 

lperseroan lsehari-hari ldalam lbatasbatas lyang lditetapkan loleh lUndangUndang 

lNomor l40 lTahun l2007 ltentang lPerseroan lTerbatas, lAnggaran lDasar ldan lRUPS 

lserta ldi lbawah lpengawasan lDewan lKomisaris. lApabila ldalam lmelakukan ltugas 

ldan ltanggung ljawabnya, lserta lwewenang, lDireksi lmelakukan lperbuatan 

lmelawan lhukum lyang lmengandung lbenturan lkepentingan latas lkepentingan 

lpribadi ldan lkepentingan lperseroan, lDireksi ltersebut lharus llebih lmendahulukan 

lkepentingan lperseroan. lDireksi ldapat lmengambil lkepentingan ltersebut, 

lsepanjang ltidak lmerugikan lperseroan, lartinya ltidak lada lmenimbulkan lkerugian 

lterhadap lperseroan latas ltindakan lyang ldiperbuat loleh lDireksi. 

C. lKeuangan lNegara 

 l l l l lPengertian lkeuangan lnegara lyang ltercantum ldalam lpasal l1 langka l1 lUU lNo l17 

lTahun l2003 ltentang lkeuangan lnegara lditegaskan lbahwa lkeuangan lnegara ladalah 
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lsemua lhak ldan lkewajiban lnegara lyang ldpaat ldinilai ldengan luang, lserta lsegala 

lsesuatu lbaik lberupa luang lmaupun lberupa lbarang lyang ldapat ldijadikan lmilik 

lnegara lberhubung ldengan lpelaksanaan lhak ldan lkewajiban ltersebut. 

Pengertian lkeuangan lnegara lmemang ltidak ldimuat lsecara ltegas ldi 

ldalam Pasal l23 UUD l1945, lAnggaran lpendapatan ldan lbelanja lnegara lsebagai 

lwujud ldari lpengelolaan lkeuangan lnegara lditetapkan lsetiap ltahun ldengan lundang-

undang ldan ldilaksanakan lsecara lterbuka ldan lbertanggung ljawab luntuk lsebesar-

besarnya lkemakmuran lrakyat.22 

E. lMetode lPenelitian 

 l l l l lPenelitian lini ladalah lpenelitian lhukum ldan lmerupakan lsuatu lkegiatan lilmiah 

lyang ldidasarkan lpada lkajian ldari lsudut lpandang lhukum ldengan lmenggunakan 

lpendekatan lyuridis lnormatif. lPenelitian lini lbertujuan luntuk lmempelajari lsuatu 

latau lbeberapa lgejala lhukum ltertentu ldengan ljalan lmenganalisinya, lkarena litu 

lmaka ldiadakan lpemeriksaan lyang lmendalam lterhadap lfakta lhukum ltersebut 

l untuk lkemudian lmengusahakan lsuatu lpemecahan latas lpermasalahan-

permasalahan lyang ltimbul ldalam lgejala lbersangkutan.23 l 

Adapun l metode l penelitian l yang l digunakan l oleh l penulisan l dalam 

l penelitian l ini ladalah lsebagai lberikut: 

1. lJenis lPenelitian 

Jenis lpenelitian lyang ldipakai ldalam lpermasalahan lini lmenggunakan lhukum 

                                                             
 l l l l l l l

22 lArifin lP. lSoeria lAtmadja, Keuangan lPublik ldalam lPerspektif lHukum; Teori, lPraktik, ldan 
lKritik, lBadan lPenerbit lFakultas lHukum lUniversitas lIndonesia, l2005; lhal l20 

 l l l l l l l

23 lBambang l Sunggono, l Metode l Penelitian l Hukum, l PT l Raja l Grafindo l Persada, l Jakarta, 
l 2011, lhal. l39. 
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lnormatif, lmaka ltitik lberat lpenelitian lini ltertuju lpada lpenelitian lkepustakaan. 

lPenelitian lhukum lnormatif ladalah lpenelitian lyang lmengacu lpada lkaidah lnorma 

lyang lmerupakan lpatokan lberprilaku lmanusia lyang ldianggap lpantas latau lapa 

lyang ltertulis ldalam lperaturan lperundang-undangan l(law lin lbooks). lSumber ldata 

lyang ldigunakan ladalah ldata lsekunder lyang lterdiri ldari lbahan lhukum lprimer, 

lbahan lhukum lsekunder, latau ldata ltersier.24 l 

2.Pendekatan lPenelitian 

Adapun lmacam-macam lpendekatan lpenelitian ldalam lpenelitian lhukum lini l 

ladalah: 

a.Pendekatan lPerundang-undangan l(Statute lApproach) 

 l l lPendekatan lundang-undang l(Statute lApproach) lyaitu lpendekatan l lmenggunakan 

lundang-undang lregulasi lyang lberhubungan ldengan lisu lhukum lyang lsedang 

ldihadapi.25 

b.Pendekatan lKonseptual l(Conceptual lApproach) 

 l l l lPenelitian lterhadap lkonsep-konsep lhukum lseperti lsumber lhukum, lfungsi 

lhukum, llembaga lhukum ldan llain-lain. lPendekatan lini lberanjak ldari lpandangan-

pandangan ldan ldoktrin-doktrin lyang lberkembang ldi ldalam lilmu lhukum. 

lPendekatan lini lmenjadi lpenting lsebab lpemahaman lterhadap lpandangan/doktrin 

lyang lberkembang ldalam lilmu lhukum ldapat l menjadi lpijakan luntuk lmembangun 

largumentasi lhukum lketika lmenyelesaikan lisu lhukum lyang ldihadapi. 

                                                             
 l l l l l l l

24 lAmiruddin l dan l Zainal l Asikin, l Pengantar l Metode l Penelitian l Hukum, l PT 
l RajaGrafindo lPersada, lJakarta, l2014, lhal. l118. 

25 lPeter lMahmud lMarzuki, lPenelitian lHukum, lKencana, lJakarta, l2007, l hal. l96. 
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lPandangan/doktrin lakan lmemperjelas lide-ide ldengan lmemberikan lpengertian-

pengertian lhukum, lkonsep lhukum, lmaupun lasas lhukum lyang lrelevan ldengan 

lpermasalahan. 

3.Sumber lBahan lHukum 

 l l l lSumber ldata lmerupakan ltempat ldimana ldata ldari lsuatu lpenelitian ldiperoleh. 

lDi ldalam lpenelitian lini, lpenulis lmenggunakan lsumber ldata lsekunder, ladapun 

lyang ltermasuk ljenis-jenis lsumber ldata lsekunder lyaitu: 

a. lBahan lHukum lPrimer 

 l l l l lBahan l hukum l primer l adalah l bahan l hukum l yang l mempunyai l otoritas.26 

lDalam l penelitian l ini, l bahan l hukum l yang l digunakan l yaitu l Undang-Undang 

lDasar lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l1945, lUndang-Undang lNo.19 lTahun 

l2003 ltentang lBadan lUsaha lMilik lNegara l, lUndang-Undang lNo. l40 lTahun l2007 

ltentang lPerseroan lTerbatas, lUndang-Undang lNo. l17 lTahun l2003 ltentang 

lKeuangan lNegara. 

b.Bahan lHukum lSekunder 

 l l lBahan lhukum lsekunder ladalah lsemua lpublikasi ltentang lhukum lyang 

lmerupakan lhukum ltidak lresmi. lPublikasi ltersebut lterdiri latas: 

1. lBuku-buku lteks lyang lmembicarakan lsuatu ldan/ latau lbeberapa 

lpermasalahan lhukum, ltermasuk lskripsi,tesis, ldan ldisertasi lhukum 

2. lKamus-kamus lhukum 

3. lJurnal-jurnal lhukum 

                                                             
26 lZainuddin, lMetode lPenelitian lIlmu lHukum, lSinar lGrafika, lJakarta, lhal l.96. 
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c. lBahan lHukum lTersier 

 l l lBahan lhukum ltersier lyaitu lbahan lyang lmemberikan lpetunjuk lmaupun lpenjelasan 

lterhadap lbahan lhukum lprimer ldan l sekunder.Contohnya ladalah lkamus, lindeks 

lkumultif, ldan llain-lain. l 

4. lPengolahan ldan lAnalisis lBahan lHukum 

 l l lSetelah lbahan lhukum lprimer, lsekunder, ldan ltersier lterkumpul ldan ldirasa lsudah 

lcukup llengkap lkemudian ldiolah lsecara lkualitatif. lTeknik lanalisis lkualitatif 

ldilakukan ldengan lcara lmenganalisis lbahan lhukum lberdasarkan lkonsep, lteori, 

lperaturan lperudang l- lundangan, lpandangan lpakar latau lpandangan lpenulis lsendiri, 

lkemudian ldilakukan linterprestasi luntuk lmencari lsuatu lkesimpulan ldari 

lpermasalahan lpenelitian. 

F. lSistematika lPenulisan 

 l l l lAgar lpenyusunan lskripsi lini llebih lmudah ldan lmemberikan lgambaran lsecara 

lmenyeluruh ltentang lpokok lbahasan latau lmetode ldari lskripsi lini, lmaka lpenulis 

lmemberikan lsistematika lpenulisan lterdiri latas l5 lbab, lsebagai lberikut l: 

 lBAB lI l l l l l l l l l l l: PENDAHULUAN 

Pada lBab lini lakan ldiuraikan ltentang llatar lbelakang 

lmasalah, lrumusan lmasalah, ltujuan ldan lmanfaat 

lpenelitian, lkerangka lteori ldan lkonseptual, lmetode 

lpenelitian ldan lsistematika lpenulisan. 

 lBAB lII l l l l l l l l:  KETENTUAN lUMUM lTENTANG lBUMN, l l l l l l 

lPERSEROAN lTERBATAS, lDOKTRIN-

DOKTRIN lTANGGUNG lJAWAB lDIREKSI 
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lDALAM lPERSEROAN lTERBATAS l,TENDER l, 

lPENUNJUKAN lLANGSUNG l 

Pada lBab lII lini lPenulis lakan lmenguraikan ltentang 

lpengertian lBUMN,pendirian ldan lmodal 

lBUMN,kewenangan ldireksi lBUMN,pengertian 

lperseroan lterbatas, ljenis-jenis lperseroan lterbatas, l 

ldoktrin-doktrin lkewajiban ldireksi, ltanggung ljawab 

ldireksi ldalam lperseroan lterbatas, lpengertian ltender 

ldan lpenunjukan llangsung, lproses ltender ldan 

lpenunjukan llangsung. 

BAB lIII l l l l l l l l:  lFAKTA lPENGADAAN lPERSEROAN 

lTERBATAS lPELINDO lII lTENTANG l3 lUNIT 

lQUAY lCONTAINER lCRANE lDAN 

lPENUNJUKAN lLANGSUNG lHUADONG 

lHEAVY lMACHINERY lSEBAGAI 

lPERUSAHAAN lPELAKSANA lPROYEK l 

Pada lBab lIII lini ldiuraikan lTentang lPerseroan 

lTerbatas lPelindo lII, l lPengadaan l3 lunit lQuay 

lContainer lCrane ldan lpenunjukan llangsung 

lHuaDongHeavyMachinery lsebagai lperusahaan 

lpelaksana lproyek. 

BAB lIV l l l l l l l l l l l:  ANALISIS lYURIDIS lTENTANG lTINJAUAN 

lHUKUM lTERHADAP lPELAKSANAAN 
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lDOKTRIN lBUSINESS lJUDGMENT lRULE 

lPADA lKEPUTUSAN lDIREKSI lPERSEROAN 

lTERBATAS lPELINDO lII l( lPENGADAAN l3 

lUNIT lQUAY lCONTAINER lCRANE lDAN 

lPENUNJUKAN lLANGSUNG lHUADONG 

lHEAVY lMACHINERY l) 

Pada lbab lini lPenulis lakan lmenganalisis lpenerapan 

ldoktrin lBusiness lJudgement lRule lterhadap 

lkeputusan ldireksi lPerseroan lTerbatas lPelindo lII 

ltentang lpengadaan l3 lunit lQuacy lContainer lCrane 

ldan lPenunjukan llangsung lHuadong lHeavy 

lMachinery ldan lbagaimana lseharusnya lpenggunaan 

ldoktrin lBusiness lJudgement lRule lterhadap 

lkeputusan ldireksi lBUMN ldi lmasa lyang lakan 

lmendatang ldalam lupaya lmenciptakan lperlindungan 

ldan lkepastian lhukum luntuk ldireksi lBUMN 

BAB lV l l l l l l l: PENUTUP 

Pada lbab lini lakan ldisampaikan lkesimpulan lyang 

lmerupakan ljawaban-jawaban ldari lrumusan 

lpermasalahan ldan lsaran lyang ldisesuaikan ldengan 

lhasil lpenelitian. 



26 
 

 
 

 


	1. lKerangka lTeori
	B. l l l l lPerlindungan lHukum
	lBAB lI l l l l l l l l l l l: PENDAHULUAN
	BAB lV l l l l l l l: PENUTUP

